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BUPATI POLEWALI MANDAR 
 
 

PERATURAN BUPATI  POLEWALI MA NDAR 

NOMOR 9 TAHUN 2011 

   

TENTANG  

 

RENCANA KERJA PEM BANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

TAHUN 2012 

 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012; 

b. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2009 ï 2014 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, 

maka perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi 

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4422); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 



  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 ï 2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama 

Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2012; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang  

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 6); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2009 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9). 

        

   

 

 

 



MEMUTUSKAN 

 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012. 

 

 

Pasal 1 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 yang 

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. 

 

 

Pasal 2 

 

RKPD Tahun 2012 berisi rencana program/kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2012  

sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 ï 2014.  

 

 

Pasal 3 

 

RKPD Tahun 2012 merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 

yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD  (KUA) dan 

rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012, yang akan dituangkan 

lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten  

Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.  

 

 

Pasal 4 

 

Pembiayaan pelaksanaan RKPD Tahun 2012 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (APBD II), Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi (APBD I), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber-

sumber pembiayaan lain yang sah. 

 

 

Pasal 5 

 

Bentuk dan susunan RKPD Tahun 2012 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 6 

 

Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2012, 

dapat dimasukkan dalam RAPBD sepanjang mendapat persetujuan dari pimpinan daerah. 



Pasal 7 

 

RKPD Tahun 2012 ini dapat ditinjau kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Polewali Mandar, 

pada tanggal 26 Mei 2011   

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  

 

 

 

 

M. NATSIR RAHMAT  

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011 NOMOR 9 

 

 

 

 

Ditetapkan di Polewali 

pada tanggal 26 Mei 2011 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR , 

 

 

 

 

                   ALI BAAL  


